
SALINAN 

 

 
 
 

 
BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 

NOMOR  3  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  

NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN   

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SORONG, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah 

yang mengatur mengenai izin gangguan perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

 
 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  2907); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana diubah  beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23       

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 

di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 481); 



Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG 

dan 

BUPATI SORONG 

 

M E M U TU S K A N : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN 

GANGGUAN 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin 

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten sorong. 

 

 
Ditetapkan di Aimas 
pada tanggal 23 Januari 2020 

 

BUPATI SORONG, 
ttd 

JOHNY KAMURU 
Diundangkan di Aimas 
pada tanggal 23 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 
ttd 

MOHAMMAD SAID NOER 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 3 

 
Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 
 
 

 
LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si 

PEMBINA TK. I (IV/b) 
NIP. 19630525 199307 1 001 

 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT:    
(  7 / 3 /2020) 
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERARATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 

NOMOR  3  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  

NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN   

 
I. UMUM 

 

 Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan Di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan 

tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga perlu 

mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014 

Tentang Izin Gangguan.  

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 

Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

  Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Cukup jelas. 
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